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Menimbang  : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor :   10  Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Darurat  Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);  

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu  ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2828); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesiatar unit 
organisasi, antara kegiatan dan antar  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nonor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  



Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Bengkulu 

Selatan Tahun 2010 Nomor 02); 
27. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan  Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaaan Keuangan Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN  
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 

 
 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rp.      13.866.048.560,00 
Rp.    458.925.126.438,00 
Rp.      57.545.815.960,00 

Jumlah pendapatan  Rp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      530.336.990.958,00 
 
 
 
 
 
 
 



2. Belanja Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak terduga 
 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

 
 
 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

 
 
 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan                                                                                                       
 

 
 
Rp.    331.128.501.210,00                           
Rp.                            0,00 
Rp.                            0,00 
Rp       27.141.832.800,00 
Rp.        4.525.000.000,00                       
Rp.                            0,00 
Rp.        1.004.000.000,00 
Rp.           548.574.700,00 

Rp. 
 
Rp.      28.882.872.500,00 
Rp.      85.521.998.967,00 
Rp.      76.113.382.583,00 

Rp. 
Jumlah belanja  Rp. 
Surplus/(Defisit) Rp. 

 
Rp.     27.029.171.802,00 
Rp.       2.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.  

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 364.347.908.710,00 
 
 
 
 
190.518.254.050,00 
 554.866.162.760,00 
 (24.529.171.802,00) 
 
 
 
        24.529.171.802,00 
 
 
Rp.                         0,00 



Pasal 2 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini   yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di : Manna 
Pada tanggal     :     31   Desember 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU SELATAN, 

 
 
 

 H.  ZAINAL ABIDIN MERAHLI 
 

 
Ditetapkan di  :  Manna        
Pada tanggal  :  31   Desember 2011 
 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 
 
 
 

H. RESKAN E. AWALUDDIN 
 

 
BERITA  DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  TAHUN 2011 NOMOR :  33 
 


